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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil 

adalah : 

1) Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dilandasi  dengan perjanjian 

kerja. Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis perjanjian kerja yaitu 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT). Pengusaha tidak boleh mengubah status pekerja tetap menjadi pekerja 

kontrak. Secara aturan hukum memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai 

hal ini, namun justifikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa status pekerja dari 

pekerja tetap menjadi pekerja kontrak adalah sama saja dengan penurunan status. 

Peralihan status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak adalah masuk 

dalam kategori PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dari perusahaan 

dan dalam satu waktu yang sama pengusaha mengangkat kembali pekerja yang 

semulanya pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Peralihan status ini bisa 

dilakukan apabila pekerja yang akan di alihkan statusnya menyepakati atau 

menyetujuinya.Setelah pengusaha melakukann PHK maka pengusaha wajib 

memberikan uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti 

hak yang seharusnya diterima yang tertunda yang telah diatur dalam Pasal 157 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2) Seacara perlindungan hukum preventif menjelaskan bahwa pekerja kontrak telah 

memiliki perlindungan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 



70 

 

 
 

2003 tentang Ketenagakerjaan, bentuk perlindungan yang dimaksud yaitu 

melindungi hak-hak pekerja kontrak maupun tetap. Dan secara perlindungan 

hukum represif menjelaskan bahwa apabila pegusaha ingin melakukan peralihan 

status kepada pekerja tetap yang akan dirubah statusnya menjadi pekerja kontrak 

maka pengusaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja dan memberikan 

upah terlebih dahulu kepada pekerja. Setelah itu pengusaha baru bisa melakukan 

pejanjian kerja waktu tertentu. Dan apabila pengusaha tidak melakukan prosedur 

tersebut maka pekerja dapat melaporkan pengusaha atau membuat gugatan ke 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).  

B. Saran 

a. Pekerja Kontrak sebaiknya lebih teliti apabila melakukan perjanjian kerja 

dengan pengusaha. Pekerja Kontrak harus memperhatikan tentang hak-hak 

yang akan ia dapatkan apabila melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha. 

Dan pekerja kontrak sebaiknya diberikan keterangan yang lebih konkrit lagi 

mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap pekerja kontrak. 

b. Pengusaha atau perusahaan sebaiknya membuat atau melakukan perjanjian 

kerja dengan pekerja kontrak dengan adil. Sehingga tidak akan ada pihak yang 

akan dirugikan. Dan pengusaha harus memberikan hak-hak yang telah di atur 

dalam Undang-Undang kepada pekerja kontrak. 

c. Sebaiknya hakim dapat melakukan terobosan baru untuk selalu berpihak 

kepada pekerja kontrak dan memberikan keadilan bagi seluruh pekerja, mulai 

dari tingkat Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hingga 

Mahkamah Agung seharusnya memberikan putusan yang berpihak kepada 

pihak pekerja, di mana agar status sebagai pekerja kontrak tidak membebani, 
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maka keadilan dan perlindungan hukum harus dapat dirasakan bagi pekerja 

kontrak pada umumnya. 
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